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WEALA DIESA DETREN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (Z)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pe

22 ayat (
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

,,,,,

oinail Fembangunan ijesa seria keieniuain Pasai

5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa,

I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia tanun 2004 Nomor iU4, Tambaiail
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Z. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubilk Indonesia  Tahun 2011 Nomuor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara RepubbkK indonesia Tahuil 2UZZ2 Nomor 1495,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negaira Republik indonesia ‘faiun 2014 Nomot
'/, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S54995);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I[4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Taiiuil 2014 Noinoi £294%, Tambaihan Lembarain
Negara Republik Indonesia Nomor J35587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
indonesia Taiun 2U1o Nuomuol 06, Tambaian Lembarail
Negara Republik Indonesia Nomor 9679);

Undang-Undang Nomor I1I Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 240, ‘Tamnbaian Lembaian Negara Repubilk
Indonesia Nomor 6357 3);

Undang-Undang Nomor [ Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daeiail {Leimbaiail Negaia Republik indonesia ‘Tahun 2U22
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai
Nomor 6757),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, 'Tata Cara FPenyusunan, rengendailan dail
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NOImoir 4817),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2014 Nowor 1235, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 553Y9) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2ULY Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan PFemerintah Nomor I7 Tahun 2013 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 6202);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

. Peraturan Menieri Dalaimn Negern Nomor 8U taiwun 2U10

tentang pembentukan Produk Hukum Daerah
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentern
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

tentang Kewenangan Desa;

. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

. Peraturan Menteri Dalaumn Negeinr Nomuor 20U ‘Tainuin 2010

tentang Pengelolaan Keuangarn Desa;

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawairail iesa,

Peraturan Mentern Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum  Pembangunan Desa dan  Pemberdayaan
Masyarakat Desa,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023,

. Peraturain Daeraih Rabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun

2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ngaiyuk Nomor 3 Tahuin 2UZZ {Lembauan  Uaecral
Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Rabupatein Nganjuk Tanun 2040 Nuwot 3j,

Peraturan Desa Setren Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Setren
Tahun 2020 -2025. (Lembaran Desa Setren Tahun 2019
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETREN

Uetll
KEPALA DESA SETREN

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasai i

Dalam Peraturan Desa 1n1 yang dimaksud dengan:

1,

12
.

(1)

Desa adalah Desa Setren

remenntanan Desa  adalall  pehnyeienggaraan arusan
pemerntahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistemm pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

remermiai Desa adalail Repala Desa Setren dibantu
Perangkat Desa Setren sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Setren.

Badan Permmusyawaratain Desa yang seéiainjuinya dismgkat
BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Setren,
Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Setren

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
kegiatan pembangunan Desa Setren untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKFP Desa adalah penjabaran dail RiddM Desa unituk

jangka waktu 1 (satu) tahun.

HBAB |1
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. BAB i1 . PENDAOULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan



[.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Desa
b.BAB Il : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

DESA

Z2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebyakan Pembiayaan Desa

c. BABIII : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemernntahan Desa
Tahun 2022

3.2. Perencanaan dan Realisast Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun
2022

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Tahun 2022

3.4, Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
2022

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Tahun

2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2022

d. BAB [V : PRIUKITAS PROGREAM, KBEGIATAN DAN
ANGGARAN
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2023
4.2. Matrik RKF Desa Tahun 2023
e. BABV : PENUTUP
(2) Is1 dan uraian RKFP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



BAB III
PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Desa 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Setren

Ditetapkan di Setren
pada tanggal 22 September 2022

KISPALA DIYSA SKTREN,

Liundangkan di Setren
pada tanggal 4 Oktober 2022

SEKRETARIS UESA SETREN,

INDAH NURAINI

LEMBARAN DESA SETREN TAHUN 2022 NOMOR 3



